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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan konsep metaverse sebagai ruang 

virtual yang memungkinkan interaksi sosial serta transaksi ekonomi menggunakan aset 

digital dan cryptocurrency. Dalam praktiknya, cryptocurrency digunakan sebagai alat 

transaksi dalam jual beli aset digital di metaverse, meskipun di Indonesia kripto hanya 

diakui sebagai komoditas digital dan bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Kondisi 

ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan transaksi dan perjanjian yang 

dilakukan, khususnya dalam kaitannya dengan syarat sah perjanjian menurut Pasal 

1320 KUH Perdata, terutama pada aspek causa yang halal. Oleh karena itu, penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penggunaan cryptocurrency dalam 

transaksi jual beli aset digital di metaverse menurut hukum yang berlaku di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan Teori Uang Negara (Chartalism) untuk membedah 

kedaulatan moneter, Teori Hukum Perjanjian untuk menguji keabsahan kontrak, serta 

Teori Kepastian Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep 

(conceptual approach).Sumber hukum utama yang digunakan meliputi KUH Perdata, 

UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE) yang menjamin legalitas kontrak elektronik, UU No. 

7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 

23/6/PBI/2021. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertama, meskipun perjanjian jual beli 

aset digital di metaverse memiliki landasan hukum yang kuat dalam aspek kesepakatan 

elektronik (UU ITE), namun dari sisi alat pembayaran, penggunaan kripto masih ilegal 

di Indonesia. Kedua, implikasi berupa sengketa dan perlindungan hukum terhadap nilai 

ekonomi transaksi tersebut menjadi sulit dijamin oleh negara karena adanya 

pelanggaran terhadap aturan moneter. Sebagai penutup, penelitian ini menyarankan 

perlunya aturan khusus yang mengakui mekanisme barter digital atau penggunaan 

Rupiah Digital dalam perjanjian di metaverse. Pemerintah perlu mengharmonisasikan 

regulasi agar aktivitas jual beli digital tetap terlindungi tanpa melanggar kedaulatan 

mata uang nasional. 

Kata Kunci: Cryptocurrency, Metaverse, Jual Beli, Perjanjian, Legalitas Pembayaran.  
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ABSTRACT 

The development of digital technology has given rise to the concept of the metaverse 

as a virtual space that enables social interaction and economic transactions using 

digital assets and cryptocurrency. In practice, cryptocurrency is used as a transaction 

medium for buying and selling digital assets in the metaverse, even though in Indonesia 

it is recognized only as a digital commodity and not as a legal means of payment. This 

situation raises legal issues regarding the validity of such transactions and 

agreements, particularly in relation to the legal requirements of contracts under 

Article 1320 of the Indonesian Civil Code, especially concerning the lawful cause 

element. Therefore, this study aims to analyze the legal position of cryptocurrency use 

in digital asset transactions within the metaverse under Indonesian law. 

Theoretically, this study uses the State Money Theory (Chartalism) to examine 

monetary sovereignty, the Contract Law Theory to test contract validity, and the Legal 

Certainty Theory. The research method employed is normative juridical with a 

statutory approach and a conceptual approach. The primary legal sources used 

include the Civil Code, Law No. 1 of 2024 (the Electronic Transactions and 

Transactions Law), which guarantees the legality of electronic contracts, Law No. 7 of 

2011 concerning Currency, and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 23/6/PBI/2021. 

The study concludes that, first, although digital asset sales and purchase 

agreements in the metaverse have a strong legal basis in terms of electronic 

transactions (UU ITE), the use of crypto remains illegal in Indonesia as a means of 

payment. Second, the implications of disputes and legal protection for the economic 

value of these transactions are difficult for the state to guarantee due to violations of 

monetary regulations. In conclusion, this study recommends the need for specific 

regulations that recognize digital barter mechanisms or the use of the Digital Rupiah 

in agreements in the metaverse. The government needs to harmonize regulations to 

ensure that digital sales and purchase activities remain protected without violating 

national currency sovereignty. 

Keywords: Cryptocurrency, Metaverse, Sale and Purchase, Agreements, Payment 

Legality.  



 
 

vii 

 

MOTTO 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Teknologi dalam perkembangnya telah membawa perubahan besar dalam 

kehidupan. Perkembangan teknologi tidak terbatas pada lingkup terhubungnya  

pengetahuan, informasi, tetapi juga memungkinkan manusia berinteraksi dalam 

dunia virtual. Salah satu dampaknya adalah terciptanya fitur menarik dalam 

bentuk platform digital. Platform digital hadir sebagai bagian dari teknologi 

yang mumpuni dalam beroperasi melaui jejaring dunia maya. Salah satu 

platform berpengaruh adalah metaverse.  

Metaverse adalah sebuah dunia virtual simulasi yang menggabungkan 

antara prinsip Augmeted Reality (AR), Virtual Reality (VR), Blockchain dan 

media sosial untuk menciptakan area interaksi digital seperti di dunia nyata.1  

Dalam perkembanganya situs ini menarik perhatian setelah Facebook (Meta) 

dan Microsoft melirik perkembangan manusia saat ini, dan proyeksi yang lebih 

besar adalah harapan yang akan menjadi tatanan manusia di masa depan. 

Tatanan manusia yang akan terbentuk adalah berupa optimalisasi pemanfaatan 

teknologi yang efisien, cepat dan menembus suatu ruang dan waktu dalam 

 
1 Muhammad Aziz Ramadhani,َNeniَ Sriَ Imaniyati,َDianaَWijayanti,َ “Keabsahanَ jualَBeliَ

Non-Fungiable Token (NFT) pada Metaverse Yang Dimiliki oleh Ransverse Ditinjau dari Kitab 

Undang-undangَHukumَPerdataَdanَKompilasiَHukumَEkonomiَSyariah.”َBandung Conference Series 

: Law Studies, 4.1 (2024), hlm 299. 

 



2 

 

 
 

dunia nyata.2  Dunia virtual ini memungkinkan penggunanya untuk menjual, 

membeli, bahkan memiliki aset digital dengan mata uang tersendiri yang 

disebut dengan mata uang kripto (crycptocurrency). Namun konsep jual beli 

menggunakan mata uang ini secara digital dalam metaverse belum secara 

umum diatur dengan hukum yang berlaku di dunia nyata, terutama dalam 

keberadaan mata uang sebagai alat tukar. 

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang berfungsi sama halnya 

dengan mata uang pada umumnya tetapi tanpa berbentuk fisik dengan berbasis 

data pada sistem blockchain,3 dan menjadi mata uang virtual yang dilindungi 

oleh kode rahasia. Mata uang kripto umumnya mempunyai cara kerja yang 

berbeda, yaitu mata uang digital yang berbasis sistem blockchain dan bersifat 

terdesentralisasi serta terenkripsi. Tidak seperti mata uang konvensional, 

cryptocurrency tidak memiliki bentuk fisik dan tidak diatur oleh lembaga 

perbankan sentral, melainkan bergantung pada sistem peer-to-peer yang 

tersebar luas di jaringan internet global.4 Namun, keberadaan cryptocurrency 

dalam dunia metaverse menimbulkan sejumlah persoalan hukum, terutama 

 
2  Ujangَ Cepiَ Barlian,َ Nanaَ Ismelani,َ &َ Apriadiَ Mananَ F.َ “Metaverseَ Sebagaiَ Upayaَ

Menghadapiَ Tantanganَ PendidikanَDiَMasaَDepan”. JOEL: Journal of Educational and Language 

Research, 1.12, (2022), hlm 2136. 

 
3 SiscaَFerawatiَBurhanudin,َ“TransaksiَCryptocurrency:َBagaimanaَhukumَEkonomiَIslamَ

Memandang?", Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4.7, hlm 2850. 

 
4   Muhammadَ Idris,َ “Kriptoَ :َ Pengertianَ danَ Caraَ Kerjanyaَ diَ RI”َ diaksesَ dariَ lamanَ

https://money.kompas.com/read/2021/11/12/125905426/kripto-pengertian-jenis-cara-kerja-dan-

aturannya-di-ri, Diakses pada 5 Mei 2025. 

 

https://money.kompas.com/read/2021/11/12/125905426/kripto-pengertian-jenis-cara-kerja-dan-aturannya-di-ri
https://money.kompas.com/read/2021/11/12/125905426/kripto-pengertian-jenis-cara-kerja-dan-aturannya-di-ri
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dalam konteks yurisdiksi negara dan keabsahan transaksi. Salah satu contoh 

konkret yang menarik perhatian publik adalah penjualan Alun-alun Utara 

Yogyakarta Melalui situs Nextearth.io yang dijual seharga 244.51 USDT atau 

United States Dollar Tether5, dimana alat tukar yang digunakan adalah mata 

uang digital berupa cryptocurrency.  

Fenomena diatas  menimbulkan beberapa pertanyaan hukum, salah 

satunya adalah terkait cryptocurrency sebagai alat transaksi dalam metaverse. 

Peraturan Bappebti (Badan Pengawas Berjangka Komoditi), cryptocurrency 

ditetapkan sebagai komoditas digital dan bukan sebagai alat pembayaran yang 

sah.6 Lebih lanjut Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 

23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran Di Wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia hanya menetapkan rupiah sebagai alat 

pembayaran yang sah,7 maka dari itu alat pembayaran selain rupiah tidak sah. 

Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan transaksi digital pada 

 
5  Heriَ Sudsanto,َ “Alun-Alunَ Utaraَ Dijual,َ Beginiَ Tanggapanَ Sultan”َ diaksesَ dariَ lamanَ

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5886758/alun-alun-utara-dijual-virtual-begini-tanggapan-

sultan, Diakses pada 19 Februari 2025. 

 
6 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, 

Pasal 1, Angka 7. 

 
7 IdaَAyuَReinaَDwinanda,َIَKetutَWirawan,َ“PenerapanَPenggunaan Mata uang Rupiah Bagi 

PelakuَUsahaَPerdaganganَDiَLuarَNegeri”,َBagian Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana. 

 

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5886758/alun-alun-utara-dijual-virtual-begini-tanggapan-sultan
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5886758/alun-alun-utara-dijual-virtual-begini-tanggapan-sultan
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metaverse, dan terkait penggunaan cryptocurrency dalam kualifikasinya 

sebagai objek perjanjian yang sah menurut hukum di Indonesia. 

Pasal 1320 KUH Perdata menyaratkan empat unsur sahnya perjanjian, 

yaitu meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu dan 

klausa halal.8  Penggunaan alat tukar yang tidak diakui secara resmi dalam 

perbankan konvensional memunculkan problem terkait aspek causa halal. 

Ambiguitas muncul ketika cryptocurrency digunakan dalam praktik perjanjian 

jual beli seperti di dunia nyata, sedangkan pengakuan kripto bukan sebagai 

mata uang melainkan sebagai komoditas digital. Ketidakselarasan antara 

praktik yang terjadi dalam dunia digital dan regulasi yang berlaku di dunia 

nyata menciptakan tantangan hukum, khususnya dalam menilai keabsahan 

perjanjian jual beli digital yang menggunakan cryptocurrency. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, maka penyusun akan melakukan penelitian skripsi 

dengan judul "TINJAUAN YURIDIS CRYPTOCURRENCY DALAM 

JUAL BELI ASET DIGITAL DI METAVERSE MENURUT HUKUM DI 

INDONESIA” 

 
8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek), Pasal 1320. 

 

https://search.yahoo.com/search;_ylt=Awr9zoRo1xpoGpcAG31XNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Fydw--?fr=mcafee&type=E211US714G0&p=burgerlijk+wetboek&fr2=12642
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, Penulis 

merumuskan masalah untuk melimitasi penelitian yang akan dikaji, sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana keabsahan dan peluang pengaturan cryptocurrency dalam 

transaksi jual beli aset digital di metaverse ditinjau dari peraturan 

perundang-undangan di Indonesia? 

2. Bagaimana implikasi hukum pengguna metaverse terhadap resiko yang 

muncul dalam transaksi jual beli aset digital di metaverse ditinjau dari 

aturan hukum di Indonesia? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dari latar belakang yang dikemukakan 

diatas, berikut tujuan dari penelitian, diantaranya :  

a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis keabsahan dan peluang 

pengaturan cryptocurrency dalam transaksi jual beli aset digital di 

metaverse ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia 

b. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk Implikasi hukum bagi 

pengguna metaverse terhadap resiko yang muncul dalam transaksi jual 

beli aset digital di metaverse ditinjau dari aturan hukum di Indonesia 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah : 

a. Kegunaan Teoritis 

Memperkaya khazanah ilmu hukum bidang perdata, khususnya bidang 

digital mengenai bentuk perjanjian dan perlindungan hukum terhadap 

perjanjian jual beli pada metaverse, dengan analisis deskriptif pada 

subjek permasalahan terkait. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini memberkan panduan hukum bagi mahasiswa, tenaga 

pengajar dan pengembang teknologi dalam memahami aspek legalitas 

transaksi dalam metaverse, serta membantu para pemangku kebijakan 

dalam merancang regulasi untuk memberikan perlindungan kepada para 

pihak yang melakukan perjanjian dalam ranah digital. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan berguna bagi penegak hukum dalam 

menafsirkan legalitas dan perlindungan hukum terkait perjanjian dalam 

dunia digital. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan suatu kegiatan untuk mengkaji penelitian yang 

diteliti sebelumnya dan memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang 



7 

 

 
 

dilakukan.9 Dalam hal ini, penulis tidak hanya sekadar meringkas penelitian 

sebelumnya, tetapi lebih kepada mengkaji, menganalisis, dan 

menginterpretasikan perspektif, temuan, dan teori yang telah ada untuk 

kemudian dikomparasikan sehingga ditemukan kebaruan (novelty) dalam 

penelitian penulis, sebagai berikut: 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ummi Intan Kharisma dengan judul 

“StudiَAnalisisَHukumَJualَBeliَdalam Platform Metaverse Perspektif Hukum 

IslamَDanَHukumَPerdata”.10 Dalam skripsinya, Ummi menjelaskan bahwa 

jual beli dalam platform metaverse memiliki banyak implikasi hukum karena 

transaksi dilakukan tanpa keberadaan fisik barang secara nyata, serta dilakukan 

dalam bentuk digital menggunakan teknologi blockchain dan mata uang kripto 

(cryptocurrency). Penelitian ini membandingkan perspektif hukum Islam dan 

hukum perdata terhadap keabsahan jual beli virtual, serta menyoroti pentingnya 

regulasi yang jelas atas kepemilikan dan penggunaan alat tukar di dunia virtual. 

Penulis juga menyoroti potensi sengketa hukum yang mungkin timbul akibat 

ketiadaan perlindungan hukum terhadap aset digital dalam hukum positif 

Indonesia. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menjadikan 

 
9 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Publika Global 

Media, 2024), hlm. 103. 

 
10  Ummiَ Intanَ Kharisma,َ “Studiَ Analisisَ Hukumَ Jualَ Beliَ dalamَ Platformَ Metaverse 

PerspektifَHukumَIslamَDanَHukumَPerdata”,َSkripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024. 
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aset digital dan cryptocurrency sebagai objek kajian. Sedangkan perbedaannya 

adalah penelitian Ummi lebih memfokuskan pada perbandingan hukum Islam 

dan hukum perdata, sementara penulis memfokuskan pada kajian yuridis di 

ranah hukum Indonesia secara lebih umum. 

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Lulu Latifatul Agy Nabela dengan 

judulَ“JualَBeliَTanahَVirtualَdiَPlatformَMetaverse Dalam Perspektif Fiqh 

Muamalah”11 Lulu dalam penelitiannya menjelaskan bahwa praktik jual beli 

tanah virtual dalam platform metaverse belum memiliki dasar hukum yang kuat 

baik dari sisi positif maupun agama. Dalam perspektif fiqh muamalah, jual beli 

harus memenuhi syarat objek yang jelas dan dapat diserahterimakan secara 

nyata. Namun, dalam konteks metaverse, objek berupa tanah virtual bersifat 

non-fisik dan abstrak, sehingga menimbulkan pertanyaan hukum terkait 

keabsahan akad dan kepemilikannya. Selain itu, penggunaan cryptocurrency 

sebagai alat pembayaran juga menjadi sorotan utama karena belum diakui 

secara resmi sebagai alat pembayaran di Indonesia. Persamaan dengan 

penelitian penulis adalah membahas jual beli aset digital dalam metaverse. 

Sedangkan perbedaannya, penelitian Lulu menggunakan pendekatan fiqh 

muamalah, sementara penulis menggunakan pendekatan yuridis positif 

berdasarkan hukum Indonesia. 

 
11 LuluَLatifatulَAgyَNabela,َ“JualَBeliَTanahَVirtualَdiَPlatformَMetaverseَDalamَPerspektifَ

FiqhَMuamalah”,َSkripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024. 
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Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Moh Fakthur Rohman yang berjudul 

“Tinjauanَ Hukumَ Ekonomiَ Islamَ Terhadapَ Penggunaanَ Cryptocurrency 

Dalam Transaksi Jual Beli Lahan di Metaverse” 12  Dalam penelitiannya, 

Fakthur membahas urgensi regulasi cryptocurrency sebagai alat pembayaran 

dalam transaksi aset digital di dunia metaverse, yang menurutnya masih bersifat 

abu-abu dalam hukum ekonomi Islam maupun hukum negara. Ia menjelaskan 

bahwa keabsahan transaksi sangat tergantung pada status hukum 

cryptocurrency dan perlindungan terhadap konsumen yang melakukan 

transaksi digital. Ia juga menyarankan pentingnya fatwa dan kebijakan resmi 

dari otoritas keagamaan maupun pemerintah untuk menghindari 

penyalahgunaan aset digital. Persamaan dengan penelitian penulis adalah fokus 

pada transaksi jual beli di metaverse menggunakan cryptocurrency. 

Perbedaannya terletak pada pendekatan hukum ekonomi Islam, sedangkan 

penulis menggunakan pendekatan hukum nasional secara normatif yuridis. 

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Thomas Dragono, dkk, Yang berjudul 

“Perlindunganَ Asetَ Digitalَ dalamَ Duniaَ Metaverse Berdasarkan Hukum 

Positif Iَndonesia”13 dalam Jurnal Kewarganegaraan, dalam tulisannya, Thomas 

 
12  Mohَ Fakthurَ Rohman,َ “Tinjauanَ Hukumَ Ekonomiَ Islamَ Terhadapَ Penggunaanَ

CryptocurrencyَDalamَTransaksiَJualَBeliَLahanَdiَMetaverse”,َSkripsi, Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023. 

 

 
13 ThomasَDragono,َWiwikَSryَWidiarty,َBernardَNainggolan,َ “PerlindunganَAsetَDigitalَ

dalam Dunia Metaverse Berdasarkan HukumَNasional”,َJurnal Kewarganegaraan, 7.1 (2023). 
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menyatakan bahwa saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang 

komprehensif dalam menjamin perlindungan hukum terhadap aset digital di 

dunia virtual. Hal ini termasuk perlindungan hak kepemilikan atas aset yang 

dibeli menggunakan cryptocurrency di metaverse. Artikel ini menjelaskan 

perlunya pembaruan hukum dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan 

Pemerintah untuk mengatur transaksi dan kepemilikan digital agar tidak terjadi 

kekosongan hukum. Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas 

hukum yang mengatur jual beli aset digital dalam metaverse. Sedangkan 

perbedaannya adalah jurnal ini menitikberatkan pada perlindungan hukum 

terhadap kepemilikan aset, sedangkan penulis menekankan tinjauan yuridis 

menyeluruh dari aspek transaksi dan legalitas alat pembayaran. 

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Frida Nur Amalina Wijaya, Yang 

berjudulَ“Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik di Indonesia 

(StudiَPadaَPT.َ IndodaxَNasionalَ Indonesia)”14 dalam Jurnal Hukum Bisnis 

Bonum Commune. Artikel ini membahas status hukum Bitcoin sebagai digital 

aset dalam konteks transaksi elektronik dan bagaimana praktik pertukaran mata 

uang kripto terjadi di platform resmi seperti Indodax. Frida menjelaskan bahwa 

meskipun belum diakui sebagai alat pembayaran resmi, cryptocurrency telah 

digunakan secara luas dalam transaksi digital termasuk jual beli aset virtual, 

 
14 Fridaَ Nurَ AmalinaَWijaya,َ “Bitcoinَ Sebagaiَ Digitalَ Asetَ Padaَ Transaksiَ Elektronikَ diَ

Indonesiaَ(StudiَPadaَPT.َIndodaxَNasionalَIndonesia)”َJurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2.1 

(2019). 
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sehingga memerlukan pengaturan lebih lanjut. Penelitian ini relevan karena 

menunjukkan bagaimana cryptocurrency beroperasi secara praktis di Indonesia 

dan menjadi titik awal pengembangan regulasi. Persamaannya dengan 

penelitian penulis adalah sama-sama menjadikan cryptocurrency sebagai objek 

kajian hukum. Perbedaannya, jurnal ini lebih fokus pada praktik pertukaran aset 

digital di dunia nyata, sedangkan penulis fokus pada penggunaannya dalam 

ruang virtual metaverse. 

E. Kerangka Teori 

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai analisis untuk memberikan 

pemahaman yang relevan, di antaranya:  

1. Teori Uang  

Walker,َMendefinisikanَuangَsebagaiَ“Money Is What Money Does” yaitu 

semua hal yang bisa dilakukan oleh uang. Dengan kata lain mendefinisikan 

uang karena fungsinya sebagai uang itu sendiri, bukan sebagai fungsi yang 

lain.15 konsep uang dijelaskan dalam teori ini adalah sebagai fungsi uang 

yang sebenarnya dan tidak melaksanakan fungsi lain. Fungsi uang pada 

dasarnya dapat dilihat dari apa yang berlaku pada masyarakat maupun pada 

peraturan perundangan itu sendiri. Sedangkan Georg Friedrich Knapp, 

dalam teori chartalisme mendefinisikan uang sebagai mahluk hidup yang 

 
15 AbdulَNajid,َAzizَAbdul,َS.T,َ IswantomoَKhoni,َS.T.,َ “Sistemَ Informasi penjualan dan 

KeuanganَPadaَTokoَSeptianَberbasisَVisualَBasicَ6.0”َSkripsi,  Universitas Muhammadiyah Surabaya, 

2014, hlm 10. 
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nilainya ditentukan oleh apa yang akan diterima oleh pemerintah. Uang 

bernilai tidak dilihat dari nilai intrinsiknya, tetapi bagaimana pemerintah 

memberikan nilai. Knapp dalam bukunya The State Theory Of Money yang 

ditulis dalam Bahasa Jerman pada 1905 dan Bahasa Inggris pada 1924 

mengemukakan uang adalah mahluk hukum bukan sebagai komoditas.16 

Dalam hal ini status kedudukan hukum terhadap uang adalah berbeda dan 

terdapat melalui peraturan yang lebih khusus. 

Dalam teori ini, penulis akan mengkaji fungsi objek kajian sebagai 

alat tukar dalam jual beli.  Konsep uang akan dibedah dalam penelitian ini 

dengan menganalisis kedudukan objek penelitian disandingkan dengan 

teori dan keberadaan pengakuan objek penelitian dalam perundang-

undangan. Kedudukan konsep akan dibedah melalui hukum positif maupun 

kedudukan secara umum dalam prakteknya. Pada teori Knapp, penulis akan 

mengkaji konsep objek kajian dan negara, dengan kekuatan hukum sebagai 

pengendali objek kajian. Penulis akan merumuskan kedudukan objek kajian 

dengan menganalisis teori yang dipakai guna menjelaskan objek yang 

dikaji. Teori ini juga digunakan untuk menganalisis makna sebenarnya 

 
16  Adamَ Hayes,َ “Chartalism:َ Whatَ itَ is,َ Howَ itَ Works,َ Cryptocurrency”َ

https://www.investopedia.com/terms/c/chartalism.asp#:~:text=Knapp%20berpendapat%20bahwa%20h

al%20ini,upayanya%20untuk%20mengarahkan%20kegiatan%20ekonomi, Diakses pada 9 Mei 2025. 

 

  

https://www.investopedia.com/terms/c/chartalism.asp#:~:text=Knapp%20berpendapat%20bahwa%20hal%20ini,upayanya%20untuk%20mengarahkan%20kegiatan%20ekonomi
https://www.investopedia.com/terms/c/chartalism.asp#:~:text=Knapp%20berpendapat%20bahwa%20hal%20ini,upayanya%20untuk%20mengarahkan%20kegiatan%20ekonomi
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sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Juga mengemukakan 

perihal kedudukan khusus terkait instrumen uang. 

2. Teori Hukum Perjanjian 

KMRT Tirtodiningrat mengemukakan perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan berdasar kata sepakat antara 2 orang atau lebih, yang selanjutnya 

menimbulkan akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.17 

Perjanjian tidak akan terjadi apabila hanya dilakukan oleh satu orang, maka 

sekurang-kurangnya harus ada 2 orang atau lebih. Teori ini menjelaskan 

bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan, yang mengikatkan kesepakatan 

2 orang atau lebih. Kesepakatan akan menimbulkan akibat hukum yang 

biasanya berupa timbulnya hak dan kewajiban., sedangkan akibat hukum 

tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. 

Pada penelitian ini penulis melakukan kajian terhadap konsep 

perjanjian terhadap keberadaan objek kajian penelitian. Objek tersenbut 

akan dibedah kedudukan hukumnya sesuai peraturan perundang-undangan 

Di mana penelitian ini membedah mengenai substansi hukum terkait 

keabsahan perjanjian dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. 

Keabsahan perjanjian yang dibedah berkaitan dengan kedudukan objek 

yang sebenarnya.  

 
17 Muhammad Syaifuddin, S, Hukum Kontrak, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm 14. 
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3. Teori kepastian hukum  

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal yang mendasar mengenai 

kepastian hukum. Pertama, Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif 

itu adalah perundang-undangan. Kedua, Hukum itu harus didasarkan pada 

fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, Fakta harus dirumuskan 

dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam 

pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak 

boleh mudah diubah.18 

Pada teori ini, penulis akan berfokus pada kemampuan peraturan 

perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum, yang mana 

dihadapkan pada kenyataan masalah hukum yang ada, serta perumusan 

peraturan yang mengakomodir suatu permasalahan. Analisis ini 

menjelaskan keamanan hukum seorang individu atau badan hukum dari 

suatu kesewenangan pihak lain, dengan adanya suatu peraturan itu. Selain 

itu teori ini juga digunakan untuk menggali pemaknaan fakta permasalahan 

dalam kepastian hukum.  

 
18 ZulfahmiَNur,َ“KeadilanَDanَKepastianَHukumَ(RefleksiَKajianَFilsafatَHukumَDalamَ

Pemikiranَ Hukumَ Imamَ Syatibi)”,َ MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN 

MASYARAKAT, 6.3, (2023), hlm 253. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif 

(normatif legal research). Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum 

normatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti bahan 

kepustakaan.19 Penelitian hukum normatif cenderung memandang hukum 

sebagai disiplin perspektif yang hanya memandang hukum dari segi norma. 

Norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). 

2. Sifat Penelitian. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mana mengungkapkan 

peraturan perundang-undangan berkaitan dengan teori hukum yang ada dan 

menjadi objek penelitian. Juga membedah bagaimana pelaksanaan dan 

implementasi hukum berkaitan dengan objek penelitian sesuai dengan 

kemampuan hukum dalam mengakomodir  suatu masalah hukum.20 

 
19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

(Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 15. 

 

 
20 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 

105. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan untuk mengkaji topik 

secara komprehensif, diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). 

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui norma 

hukum yang terkandung dalam undang-undang terkait dengan kemampuan 

menampung sebuah masalah dan implementsi normanya.21 Pada penelitian 

ini, penulis menganalisis norma hukum perjanjian dalam metaverse 

terhadap kemampuan undang-undang dalam menampung masalah serta 

implementasinya. Kemudian pendekatan konsep yang digunakan untuk 

memahami konsep yang masih abstrak dan belum terdefinisi secara 

eksplisit didalam undang-undang. 22  Pada penelitian ini, penulis 

menganalisis konsep uang dan implikasinya dalam perjanjian sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 
21  Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 

(Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm 302. 

 
22 Ibid, hlm 307. 
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4. Sumber Data. 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, yang 

dihasilkan oleh suatu lembaga yang berwenang.23 Bahan hukum primer 

bisa berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan 

maupun suatu dokumen resmi negara. Dalam hal ini, penulis 

menggunakan bahan hukum primer berikut :  

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek), 

2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi 

Elektronik, 

4) Peraturan Bappebti No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto 

Asset) Di Bursa Berjangka, 

5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia 

Jasa Pembayaran. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 
23  Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2010. hlm. 157. 

 

https://search.yahoo.com/search;_ylt=Awr9zoRo1xpoGpcAG31XNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Fydw--?fr=mcafee&type=E211US714G0&p=burgerlijk+wetboek&fr2=12642
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Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan untuk 

menjelaskan terhadap bahan hukum primer,24 yang terdiri dari beberapa 

kepustakaan hukum pendukung. Bahan hukum sekunder diantaranya 

adalah seperti Buku, Jurnal hukum dan sumber bacaan lain yang 

berkaitan dengan topik penelitian.  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier atau Non-Hukum adalah bahan penelitian yang 

terdiri atas buku teks atau bacaaan lain Non Hukum yang digunakan 

untuk membantu menjelaskan istilah lain seperti kamus bahasa dan 

kamus ensiklopedia. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu memperoleh data  

melalui kajian pustaka dengan cara melihat, mendengarkan maupun 

penelusuran melalui internet yang bersumber pada peraturan perundang-

undangan, buku, dokumen resmi, maupun sumber bacaan internet lainya.25 

6. Analisis Data 

Penulis akan menganalisis data yang terkumpul melalui kajian pustaka 

dengan tahapan inventarisasi, identifikasi dan klasifikasi data. Hal ini 

 
24 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm.51. 

 
25 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian…………”َhlm.160. 
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supaya tidak terjadi ketidaksesuaian data atau menjamin korelasi objek 

permasalahan. Bahan hukum kemudian di klasifikasikan dan di telaah 

menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep 

untuk menjawab topik yang menjadi kajian. Metode analisis dalam 

penelitian ini bersifat kualitatif dengan interpretasi bahan hukum dan 

menggunakan teori sebagai bahan analisa. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitianَyangَberjudulَ“Tinjauan Yuridis Cryptocurrency Dalam Jual Beli 

Aset Digital Di Metaverse Menurut Hukum Di Indonesia”َakanَdibedahَdalamَ

5 (lima) bab yang sistematika penulisannya sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dari 

penelitian, permasalahan yang diangkat menjadi rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, membahas tinjauan umum perihal cryptocurrency, aset 

digital dan metaverse. Bab ini menjelaskan pengertian, karakteristik dan 

perkembangan cryptocurrency serta konsep dan ruang lingkup, termasuk 

transaksi jual beli aset digital di dalamnya 

Bab ketiga, membahas mengenai kerangka hukum yang berlaku 

terhadap cryptocurrency, aset digital dan metaverse di Indonesia. Bab ini 
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menguraikan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Bappebti No. 13 

Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto 

Asset) Di Bursa Berjangka, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-

Undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 

23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran, Undang-Undang Nomor 1 

tahun 2024 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik, serta potensi celah hukum dalam 

praktik jual beli aset digital di metaverse. 

Bab keempat, membahas hasil penelitian dan analisis dari rumusan 

masalah, yaitu analisis yuridis terhadap praktik jual beli aset digital 

menggunakan cryptocurrency dalam ekosistem metaverse menurut hukum 

Indonesia. Penulis juga akan mengkaji urgensi pembaruan hukum dan implikasi 

hukum bagi pihak yang terlibat. 

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang akan menarik benang 

merah dari penelitian sebagai kesimpulan. Selain itu, bab ini juga akan memuat 

saran dan rekomendasi untuk pihak-pihak terkait dan arah 

penelitian selanjutnya.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Keabsahan dan peluang pengaturan cryptocurrency dalam transaksi jual beli 

aset digital di metaverse ditinjau dari peraturan perundang-undangan di 

Indonesia menunjukkan adanya posisi hukum yang bersifat dualistik. 

Cryptocurrency di satu sisi diakui keberadaannya sebagai komoditas digital 

yang dapat diperdagangkan, namun di sisi lain tidak diakui sebagai alat 

pembayaran yang sah dalam sistem hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan 

pengaturan dalam Peraturan Bappebti yang menetapkan aset kripto sebagai 

komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Akan tetapi, 

pengakuan tersebut tidak memberikan status legal tender bagi cryptocurrency 

dalam kegiatan transaksi pembayaran di masyarakat. Ketentuan ini juga 

diperkuat oleh Undang-Undang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 23/6/PBI/2021 yang menegaskan bahwa rupiah merupakan satu-

satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Akibatnya, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran 

dalam transaksi jual beli aset digital di metaverse berpotensi menimbulkan 

persoalan hukum terkait syarat sahnya perjanjian. Dalam konteks Pasal 1320 

KUH Perdata, penggunaan alat tukar yang tidak diakui secara resmi dapat 

mempengaruhi unsur causa yang halal dalam suatu perjanjian. Namun 
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demikian, peluang pengaturan masih terbuka apabila transaksi tersebut 

dikonstruksikan sebagai perjanjian tukar menukar antar-aset digital 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1541 KUH Perdata.  

Implikasi Implikasi hukum pengguna metaverse terhadap risiko yang 

muncul dalam transaksi jual beli aset digital di metaverse ditinjau dari aturan 

hukum di Indonesia menunjukkan adanya keterbatasan perlindungan hukum 

bagi para pihak yang terlibat. Pengguna pada dasarnya hanya memperoleh 

perlindungan administratif terkait perdagangan aset kripto yang terdaftar 

melalui regulasi Bappebti. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya pengaturan 

yang secara khusus mengatur mekanisme transaksi ekonomi dalam ekosistem 

metaverse. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai risiko hukum seperti 

penipuan siber, peretasan sistem, serta kehilangan akses terhadap aset digital 

yang dimiliki pengguna. Selain itu, sifat metaverse yang bersifat tanpa batas 

wilayah (borderless) serta penggunaan teknologi blockchain yang anonim 

menyulitkan proses identifikasi subjek hukum. Akibatnya, proses penegakan 

hukum terhadap pelanggaran kontrak atau perbuatan melawan hukum menjadi 

lebih kompleks. Walaupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik memberikan perlindungan terhadap aspek sistem elektronik dan 

keamanan data, perlindungan terhadap nilai ekonomi aset digital belum 

sepenuhnya terjamin. Kondisi ini menyebabkan pengguna metaverse berada 
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dalam situasi ketidakpastian hukum dan menanggung sendiri risiko kerugian 

yang timbul dari transaksi yang dilakukan. 

B. Saran-saran 

Sebagai penutup dari penelitian ini, penulis memberikan saran-saran kepada 

pihak terkait sebagai berikut: 

1. Pemerintah sebagai pembuat uandang-undang  

Dibutuhkanya regulasi setingkat undang-undang, yang secara khusus 

mengatur tentang ekonomi digital dan ekosistem metaverse untk 

memberikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku 

usaha. Disamping itu juga perlunya harmonissi antara Undang-undang 

Mata Uang, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 

regulasi perdagangan berjangka agar tidak terjadi tumpang tindih 

kewenagan dalam transaksi digital.  

2. Bank Indonesia 

Menigkatkan pengawasan terhadap platform metaverse yang beroperasi di 

Indonesia untuk memastikan prinsip anti-pencucian uang dan pencegahan 

pendanaan terorisme. Selain itu juga adanya percepatan pengembangan 

uang digital bank sentral (central bank digital currency) atau Rupiah Digital 

sebagai solusi legal bagi transaksi di ruang virtual guna menjaga kedaulatan 

moneter.  
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